
sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat

ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Retribusi

Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

dan Retribusi Izin

Kerja Asing sudah tidak

tentang Ketenagakerjaan

Mempekerjakan Tenaga

Kabupaten Cirebon semakin meningkat dan menjadi

salah satu potensi daerah yang dapat dipungut

retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan

dan keadilan, peran serta masyarakat, dan

akun tabili tas;

c. ahwa retribusi perpanjangan izm memperkerjakan

tenaga kerja asing yang telah diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014

bahwa retribusi penggunaan tenaga kerja asmg

merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang

menjadi sumber pendapatan daerah yang penting

guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa jumlah penggunaan tenaga kerja asing di

a.Menimbang

BUPATICIREBON,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENCIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2022

NOMOR 4 TAHUN 2022

LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBON

SALINAN



Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang

undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5358);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada KementerianKetenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6249);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor6622);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor44, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6646);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor301);
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Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang pengelolaan tenaga kerja asing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA

adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

7. Pemberi Kerja TKAadalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang
mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disingkat RPTKAadalah rencana penggunaan
TKApada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

9. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah
persetujuan penggunaan TKAyang disahkan oleh menteri

BABI

KETENTUANUMUM

PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSIPENGGUNAAN

TENAGAKERJAASING.

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON
dan

BUPATICIREBON

Dengan Persetujuan Bersama
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yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.

10. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang

selanjutnya disingkat DKPTKAadalah kompensasi yang

harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA

yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan

pajak atau pendapatan daerah.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

danJ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang

selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah

Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA

atas Pengesahan Perpanjangan RPTKA.

13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan.

14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut retribusi tertentu.

15.Masa Retribusi adalah jangka waktu pemungutan

retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan danJatau diberikan

oleh Pemerintah daerah untuk Kepentingan orang pribadi

atau badan.

16. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang

selanjutnya disebut TKAOnline adalah aplikasi teknologi

informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan
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Pasal2
Dengannama Retribusi Penggunaan TKAdipungut retribusi
dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA
perpanjangan olehPemerintahDaerah.

BABII
NAMA,OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI

kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi

ketenagakerjaan.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya Retribusi yang terutang berupa
surat pemberitahuan pembayaran DKPTKAsebagai

pendapatan daerah yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan ketenagakerjaanmelaluiTKAOnline.

18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusi danZatau sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

20. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disingkat PPNSadalah pegawai negeri sipil
yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Penyidikanadalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang
undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
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Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi

Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk

BABV

PRINSIPDANSASARANDALAMPENETAPANTARIF

RETRIBUSI

Pasal6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah

penerbitan dan jangka waktu Pengesahan RPTKA

perpanjangan.

BABIV

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA

Pasal5

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi

Perizinan Tertentu.

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI

Pasal4

(1) Subjek Retribusi penggunaan TKA adalah pemberi kerja

TKAdi daerah.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Wajib Retribusi.

Pasal3

(1)Objek Retribusi Penggunaan TKAsebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan

bagi TKAyang bekerja di daerah.

(2)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan

bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing,

badan internasional, lembaga sosial , lembaga

keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
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Pasa18
(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA

yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara
tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi
penggunaan TKA.

(2)Besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKAsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US$ 100,00
(seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per bulan,
per orang untuk setiap TKA.

(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang
berlaku pada saat penerbitan SKRD.

(4)Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan
jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA
perpanjangan.

(5)PemberiKerjaTKAyang mempekerjakan TKAkurang dari
1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan

TKAsebesar 1 (satu) bulan penuh.

BABVI
STRUKTURDANBESARNYATARIFRETRIBUSI

menutup seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan

RPTKAperpanjangan.

(2)Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
a. penerbitan dokumen ;
b. pengesahan RPTKAperpanjangan;
c. pengawasan di lapangan;

d. penegakan hukum;
e. Penatausahaan;
f. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA

perpanjangan; dan
g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan
tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal12
(1)Setiap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3) wajib membayar Retribusi Penggunaan
TKA.

BABIX
TATACARAPEMBAYARAN

RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING

Pasal11
(1)Masa Retribusi Penggunaan TKA adalah sesuai jangka

waktu sebagaimana tercantum dalam Pengesahan RPTKA
perpanjangan.

(2)Saat Retribusi Penggunaan TKA terutang adalah pada

saat penerbitan surat pemberitahuan pembayaran
DKPTKAsebagai SKRD.

BABVIII

MASARETRIBUSIDANSAATRETRIBUSITERUTANG

Pasal10
Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dipungut di
wilayah Daerah.

BABVII
WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal9
(1)Tarif Retribusi Penggunaan TKAsebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3
(tiga)tahun sekali.

(2)Peninjauan tarif Retribusi Penggunaan TKAsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3)Penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKAsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal15
(1)Surat peringatan danjatau surat teguran merupakan

awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
(2)Penerbitan surat peringatan dan/ atau surat teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan 7 (tujuh)

BABX
PENAGIHAN

Pasal14
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
Retribusi Penggunaan TKAdiatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal13

(1) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKAharus dilakukan
sekaligus dan lunas.

(2) Setiap pembayaran Retribusi Penggunaan TKAdiberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penenmaan.

(3)Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi secara
lunasy sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(2)Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan melalui TKAonline.

(3) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Bank yang ditunjuk
oleh Bupati dengan menggunakan SKRDatau dokumen

lain yang dipersamakan.
(4)Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi pembayaran

DKPTKA oleh Pejabat pada Dinas sesuai dengan
kewenangannya melalui TKAonline.
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Pasal16
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PTKA,kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang Retribusi Penggunaan TKA.

(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi Penggunaan TKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKAdari

Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.

(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran
tersebut.

(4)Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi Penggunaan TKAdan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

BABXI
KEDALUWARSAPENAGIHAN

hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam SKRDdan STRD.

(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
surat peringatan danj'atau surat teguran, WajibRetribusi
harus melunasi Retribusi yang terutang.

(4)Pejabat yang berwenang melakukan penagihan
bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan
Retribusi Penggunaan TKAmenurut Peraturan Daerah

ini.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat

peringatan dari/atau surat teguran dan tata cara
penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal18

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,

kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

BABXIII

KEBERATAN

Pasal 17

(1)Piutang Retribusi Penggunaan TKAyang tidak mungkin

ditagih lagi karen a hak untuk melakukan penagihan

sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjukan menetapkan

Keputusan Penghapusan Piutang Pajak danj atau

Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan

piutang Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan

Peraturan Bupati.

BABXII

PENGHAPUSANPIUTANG

RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING

(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari

peng~uan pennohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib

Retribusi.
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Pasal20
(1)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan

pembebasan Retribusi Penggunaan TKAatas permohonan
atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi
terhadap hal tertentu.

(2)Keringanan dan pengurangan Retribusi Penggunaan TKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kemampuan WajibRetribusi.

(3)Pembebasan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi
objekRetribusi.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi

BABXIV
KERINGANAN,PENGURANGAN,DANPEMBEBASAN
RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING

Pasal19
(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan
TKA dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

(4)Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
Bupati tidak menetapkan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima.

(5)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi

Penggunaan TKAdan pelaksanaan penagihan Retribusi
Penggunaan TKA.
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Pasal21

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung

danfatau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.

(2)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga dalah hal sanksi tersebut

dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan

karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau pembatalan, ketetapan Retribusi

Penggunaan TKAyang tidak benar.

(3)Permohonan pembetulan, pengurangan atau

penghapusan sanksi admnistratif, pengurangan atau

pembatalan ketetapan Retribusi Penggunaan TKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 2

(dual bulan sejak tanggal diterima SKRD dan STRD

dengan memberitahukan alas an yang jelas.

(4)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam)

bulan sejak surat permohonan diterima harus

memberikan keputusan.

(5)Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak

memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau

pembatalan ketetapan Retribusi Penggunaan TKA

dianggap diterima.

BABXV

PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGANKETETAPAN,

PENGHAPUSANATAUPENGURANGANSANKSI

ADMINISTRATIF

Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- 14 -



Pasal22

(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA,

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati.

(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)Apabila dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan

suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dianggap

dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi

lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan

TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang

Retribusi terse but.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

Penggunaan TKA dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,

Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABXVI

PENGEMBALIANKELEBIHANPEMBAYARAN
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Pasal24

(1)Dinas yang melakukan validasi pembayaran DKPTKA

dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja

tertentu.

(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan

pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABXVIII

INSENTIFPEMUNGUTAN

Pasal23

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban Retribusi Penggunaan TKA dalam rangka

melaksanakan Peraturan Daerah ini.

(2)Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan danJatau meminjamkan buku atau

catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan

objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan kepada petugas yang

ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemeriksaan Retribusi Penggunaan TKA diatur dalam

Peraturan Bupati.

BABXVII

PEMERIKSAAN
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Pasal26

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

terhadap pelanggaran dalarn ketentuan Peraturan

Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu

PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau

laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana

di bidang Retribusi;

BABXX

PENYIDIKAN

Pasal25

(1)Dalarn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.

BABXIX

SANKSIADMINISTRATIF
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Pasal27

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 12 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)bulan atau

BABXXI

KETENTUANPIDANA

peraturanketentuanIndonesia sesuai dengan

perundang- undangan.

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,

serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang

Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang

dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak

pidana Retribusi;

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/ atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik

- 18 -



Pasal29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan:

a. Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 16, dan angka
65; dan

b. Bab XIII Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
TenagaAsing(IMTA)Pasal48 sampai dengan Pasal64;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Ketenagakerjaan dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten CirebonNomor38) dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUANPENUTUP

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi

Penggunaan TKA terutang yang tidak atau kurang

dibayar.

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran.

(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan

ke Kas Negara.
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Ttd

HILMYRIVA'I

LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBON TAHUN2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI

JAWABARAT(4/201/2022)

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIREBON,

IMRON

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATICIREBON,

Ttd

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal31

Peraturan Daerah InI mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asmg, dilakukan
melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara
mewajibkan bagi perusaahan atau korporasi yang mempergunakan tenaga
kerja asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan
tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan
TenagaKerjaAsing.

I. UMUM
Kemajuan perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan
aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi
penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga

kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain
pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh
pemilikjinvestor. Menyadari kenyataan sejauh im Indonesia masih
memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi
peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota organisasi
perdagangan dunia harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja
asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan
peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta
pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus
mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak
hanya di tingkat pusat, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asmg

secara selektifdengan tetap memprioritaskan tenaga kerja indonesia.

PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAHKABUPATENCIREBON

NOMOR 4 TAHUN2022

TENTANG

RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING
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II. PASALDEMIPASAL

Pasal1

Cukup jelas.

Pasal2

Tarif Retribusi Perpanjangan Pengesahan RPTKAditetapkan berdasarkan

tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBPPerpanjangan RPTKA

yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Pemanfaatan

penerimaan Retribusi Perpanjangan RPTKAdiutamakan untuk mendanai

kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang

alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka sangat penting dan dibutuhkannya

pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga

Kerja Asing.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan RPTKArelatif tidak menambah beban

bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan RPTKAtelah diatur dan

diimplementasikan di masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan tenaga kerja asing

yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin

mempekerjakan tenaga kerja asing wajib dilakukan penyesuaiandengan

perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam peraturan

daerah tersendiri.

Daerah memiliki potensi pendapatan asli Daerah dari Retribusi Penggunaan

Tenaga Kerja Asing hal ini dapat dilihat dari perkembangan data tenaga

kerja asing di Daerah yangjumlahnya dari tahun 2019 sampai dengan 2021

terus meningkat.

Penetapan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi

Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber

pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah.
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Pasa15

Cukup jelas.

Pasa16

Cukup jelas.

Pasal7

Cukupjelas

Pasa18

Cukup jelas.

Pasa19

Cukup jelas.

Pasa110

Cukup jelas.

Pasa111

Cukup jelas.

Pasal12

Cukupjelas

Pasal13

Cukup jelas.

Pasa114

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasa116

Cukup jelas.

Pasa117

Cukup jelas.

Pasal18

Cukup jelas.

Pasa119

Cukup jelas.

Pasa120

Cukup jelas.

Pasa13

Cukup jelas.

Pasa14

Cukup jelas.
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TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBONNOMOR 59

Cukup jelas.

Pasa121

Cukup jelas.

Pasa122

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasa124

Cukup jelas.

Pasa125

Cukup jelas.

Pasa126

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal31

Cukupjelas
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